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PENDUKUNG  KEMANDIRIAN  PANGAN
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN /KOTA
5. SUB . KOORDINASI ~ DAN  SINKRONISASI
KEGIATAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK

3. ORGANISASI
SELATAN

4. TAHUN £0es

ANGGARAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tak

Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dar

Distribusi Pangan;

penyeleggaraan urusan di Bidang Ketersediaan Pangan dan Dis

Pangan;

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR

b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatar



Sedangkan Tugas Pejabat Pelaksana Kegiatan adalah melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi -??_'ui@
pelaporan di Seksi Ketersediaan Pangan.

Masalah yang Dihadapi
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :
(a). Belum tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat di setiap Nagari 182
Nagari) di Kabupaten Pesisir Selatan; (b). Masih terdapatnya pendu duk
Kabupaten Pesisir Selatan tergolong KK miskin yang rawan terhadap
ketersediaan pangan (c). Masih tinggi dan seringnya bencana alam di
Kabupaten Pesisir Selatan khususnya bencana alam banjir, tanah longsor dan
abrasi pantai (d). Masih minimnya ketersediaan / stock Cadangan Pangan
Pemerintah (CPP) Kabupaten Pesisir Selatan di Bulog sebagai ketersediaan
dalam menghadapi bencana alam dan gejolak harga komoditi beras.

Menjawab permasalahan diatas dipandang perlu membangun Lumbung
Pangan Masyarakat beserta penyediaan infrastruktur pendukung kemandiria
pangan lainnya di kawasan sentra produksi yang merupakan salah satu saraz
penunjang ketahanan pangan,
Tujuan .
Kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandin
pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koord
dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik merupakan keg
Penunjang  Dana DAK Fisik Bidang Pertanian untuk terlaksar
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6. Dana =3
Dana yang dipergunakan sebesar Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delqﬁm
Juta rupiah) dari Dana Penunjang DAK

Hasil-hasil

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 285.000.000,- Jangk
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan (Januari s/d Desember)

Output : Jumlah dana pendukung kegiatan pembangunan lumbung
pangan dan lantai jemur beserta infrastruktur pendukur
lainnya '

Outcome : Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat
cadangan pangan masyarakat di tingkat Nagari
terolahnya gabah petani menjadi beras di RMU kelor %
meningkatnya pendapatan kelompok dan anggota kelompok.

Impact : Terlaksananya pekerjaan pembangunan dengan baik

Benefit : Tersedianya dana untuk koordinasi dan sinkronisasi d Jam
pembangunan Infrastruktur Pembangunan Lumbung Pangan

5. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain 1
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/
Tahun Anggaran 2022 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan A
Kabupaten Pesisir Selatan berhubungan dengan Badan/ Dinas/ Kant:
Kabupaten Pesisir Selatan yang mengelola kegiatan DAK seperti Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir
Dinas Pekerjan Umum dan Tata Ruang Kab. Pesisir Selatan. |

6. Organisasi Kegiatan

~ Dengan mengacu kepada :

ng-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
an Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tenta ng Lat
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pangan A
v I\ummmmmntmm.mwﬁl
Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota
{ Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentany kebijakan §
penganckaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
§ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT 140/12/28
tentang, Standar Pelayanan Minimal Bidanyg Ketahanan Pangan Pror
dan Kabupaten/Kota. :
h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun ﬂ
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
i, Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata
j.  Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 ent.
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabup
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, |
k. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesi
Selatan Nomor 800/02/Kpts/DPP-PS/2022 tanggal 03
2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pe
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan dan Pai
Kabupaten Pesisir Selatan -

Maka Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Penyediaan
dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai ¢ |
| m&h‘paten/ Kota Tahun Anggaran 2022 adalah sebaggt

M ==

wab Program/Pengguna Anggaran, Kep
an Kabupaten Pesisir Selatan. '
gjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna
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d. Bendahara Pengeluaran Staf Dinas Perikanan dan Pang;

Pesisir Selatan, R
e Staf Pengelola Kegiatan Staf Dinas Perikanan dan Pangan
Pesisir Selatan. o
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STRUKTUR ORGANISASI

i

KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG

KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOT/
TAHUN ANGGARAN 2022

rKEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN b

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM /
PENGGUNA ANGGARAN &)

4 KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN B
| DISTRBUSIPANGAN |

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/

L KUASA PENGGUNA ANGGARAN i §
KASUBBAG PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
L PPK
STAF DINAS PERIKANAN DAN PANGA
BENDAHARA PENGELUARAN
el N\ .’ —

KASI KETERSEDIAAN PANGAN

H

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Dipindai dengan CamScanner



Tugas dan Tanggung Jawab :
Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Per fur
yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola ke
adalah sebagai berikut : |
A. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran b
1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Per‘ ng
Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan SKPD) unt
disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 4
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peran" "
Daerah (DKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Angg;
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan
untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD); ‘3
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna An
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahars
Pengeluaran Pembantu) kepada Bupati;
4. Menetapkan Personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); '.
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan; |
6. Mengasahkan Kerangka Kerja Acuan (KAK) untuk kegia g\ ya
memerlukan jasa pihak ketiga;
7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;
Menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SKPD;
9. Menetapkan/Menyetujui Harga Perhitungan Sendiri H‘ /!
~ Estimate; ;
10. Menetapkan/Menyetujui Penyedia Barang /Jasa berdasarke
 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
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Pekerjaan untuk Pembayaran; -
13, Menyetujui Permintaan Uang Mingguan Pejabat Pela {_,_‘L Te

Keglatan (PPTK);
14, Melakukan  Pengujian  atas  Tagihan  dan & '*‘

pembayaran; o
15. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) "

16. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurna setiap bulan;

17. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang ‘;5‘;
mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menand: “-"]fﬁs» .
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); |

18. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;

19. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

20. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan ,_
kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; -

21. Melakukan Pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Pengelua ran

al

dan Bendahara Penerima minimal 3 (tiga) bulan sekali; |
22. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan k; da
Bupati; |
23. Mengawasi Pelaksanaan Program /Kegiatan;
24, Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan;
25. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak; .
26. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab Q

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
27. Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan daerah yang me
tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dipimpinnya; ‘
284, Mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Da
- (SKPD) yang dipimpinnya; ¥
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W Melaporkan stiap hekuarangan perbend
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di sengaja pada Satwan Kerja Peranghat 1
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3. Pelaksanakanan tugas-tugas Pengguna Ar |
Wmmmmdmmum
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B. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran k.
1. Menyusun dan Mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran ‘.
Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran P
Satuan Kerja Perangkat daerah dibidangnya untuk di
kepada Pengguna Anggaran;
2. Menyusun dan Mengajukan Dokumen Pelaksanaan An
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pe
Anggaran Perubahan-Satuan Kerja Perangkat daerah dibid.
untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran; ‘I
3. Meneliti dan Meneruskan Usulan Organisasi dan Personil Penge
Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
4. Mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kepada Pengg
Anggaran;
5. Meneliti usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegi ta
memerlukan jasa pihak ketiga; |
6. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;
7. Menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Esti
8 Wsulkan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/Jas: i

Ikatan/Perjanjian kerjasama deng \ pihal
;garan yang telah ditetapkan; g

¥ jui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
Vier \ "':'Hljl‘ i B ;'(_.,4;7 Aca]'a Kemajuan Pekm . .
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14, Mengkoordinir dan Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;

15, Mencliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan W
Pelaksana Teknis Kegiatan; 3

16.  Menyetujui/meneliti  permintaan  kebutuhan Wl ”'_
kegiatan oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, z

17, Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas;

18, Menyesun Laporan Kegiatan baik fisik maupun keuanga
disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada Mlnggn
bulan berikutnya;

19. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelz
kegiatan minimal dalam 1 (satu) bulan

C.  Staf Pengelola Kegiatan
Membantu  pelaksanaan ~ kegiatan ~ dalam  pelaksanaan

D. Bendahara Pengeluaran
1. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/ \ nt
Uang/Tambah Uang dan langsung; |

2. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji
bulannya dan meneruskan ke Pejabat Pengelola Keuangan Satue

Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran untuk diot:

3. Menyerahkan uang kepada Pejabat pelaksana Teknis

Anggaran dan dicatat pada buku panjar;
4.  Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti
disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Pengg
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10.
i1.
12
13.
14.

Membuata Register Pengeluaran Harian dan menandatanganinya,
serta meneruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk ditanda tangani;

Membuat dan menandatangani buku simpanan/Bank;

Membuat dan menandatangani buku panjar;

Membuat dan menandatangani buku pajak;

Membauat dan menandatangani buku rekapitulasi pengeluaran;
Menandatangani register penutupan kas;

Menyiapkan Surat Pertanggung Jawabab atas pengeluaran kas
untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2022
A ANGGARAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

/ |

ASWITA, S.ST

MAN JULT\), S.Pi NIP. 19760912 200701 2 006

AFRI \
NIP. 19700703 200232 1 011

Diketahui Oleh :

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
4 PESISIR SELATANA

N
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